
kctcntuanpada ayat (1) dilakukan seau!' dengan
peraturan perundang· undangan.

Passl 17

(I) Dalam hal sekolah yang telah ditetapkan sebagai
penerima Dana 80S Reguler dan telah disalurkan Dana BOS

Reguler melalui Rekening sekolah:
11. rnenolak rnenerima Dana BOS Rcgulcr; atau

b. sekolah diturup pacta tahun berialan, sekolah harus
melakukan pengernbalian Dana BOS Reguler tahun
berjalau,

(2) Pengembalian Dana 80S ReguJer sebagaimana dirnaksud

Pasal16

(I) Dalarn hal terdapat sisa Dana BOS Reguler tahun nnggoran
sebelurnnya, sekolah tetap dapat rnenggunakan sisa Dana 80S

Reguler sesuai dengan perunjuk teknis ROS Regulcr tahun
anggaran berjalan.

(2) Penggunaan sisa Dana !:lOS Reguler scbagairnana

dimaksud pada ayai (1) dilaksanakan dengan ketentuan telah

dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,

Pasal 1!,\

Penggunaan Dana 80S Rcguler untuk pcngadaan barang darr/jaea

dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa
di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan rnengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan
pendidikan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus bukan apararur sipil negara; dan

b. ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan
dengan surat penugasan atau sural keputusan.

honor(2) Tenaga kependidikan yang dapat diberikan
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PasaJ 19

(1) Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, kepala sekolah

bertugas:

a. membuat perencanaan atas penggunaan Dana BOS
Reguler;

b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik
sesuai dengan kondisi rill di sekolah sarnpai dengan batas
waktu yang ditetapkan setiap tahun;

c. menggunakan Dana BOS Reguler sesuai komponen

penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana
dimaksud daJam PasaJ 12 ayat (1); dan

d. mernbuat laporan penggunaan Dana BOS Reguler.

(2) Pelaksanaan rugas kepala sekolah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh kepaJa

Dinas-!

Paragraf 1

Pengelolaan Dana BOS Reguler oleh Sekolah

Pengelolaan Dana BOS Reguler

Bagian Kedua

lnJ.

(2) Tata cara pengeJolaan dan pelaporan Dana BOS Reguler oleh
sekolah tercanrum dalam Larnpiran 1 dan Lampiran ill
sebagai acuan dalam pebiayaan transportasi yang

rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

PasaJ 18

(i) PengeJolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS

Reguler dilakukan oleh sekolah dan Pernerintah

Daerah.

Umum

Bagian Kesatu

BAB VI

Pt;NGELOLAANDANPELAPORANPENGGUNMN DANABOS REGULER
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Lg.

prioritas

penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;

membiayai kegiatan yang tidak menjadi

sekolah;
membiayai kegiata.n dengan mekanisrne iuran;

r.

aplikasiataupendataanaplikasi

sejenis;
e. menyewa

sebagai manapenggunaan Dalla BOS Reguler
dimaksud daJam Pasal12 ayat (1);

b. membungakanuntuk kepentlogan pribadi;

c. merninjamkan kepada pihak lain;

d. membeli perangkat Iunak untuk pelaporan keuangan
Dana BOS Reguler atau perangkat Junek lalnnya yang

selainkepentinganlainnya untukpribadi stau

Pasal21

(1) Dalarn pengelolaan Dana ROS Rp.guler, tim BOS ~ekolah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang:

a. rnelakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening

Pasal20
(ll Oalam pengelolaan Dana BOS Reguler kepala sekolah

membentuk tim BOS Sekolah.

(2) Tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
a. kepala sekolah sebagai penanggungjawab;

b. bendaharasekolah; dan
c. anggota,

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
terdiri atas:

a. 1 (satu) orang dari unsur guru;
b. I (satu) orang dari unsur Komite Sekolah: dan

c. 1 (satu] orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di

luar Komlte sekolah, yang dipilih oleh kepala sekolah dan
Komite Sekolah dcngan mempertimbangkan krcdibilitas
dan tidak rnerniliki konflik kepentingan,
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dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pengarah;
b. penanggungjawab; dan

c. tim pelaksana. L

sebagaimana

Pasal22

(1) Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler di provinsi,

kabupaten/kota, kepala daerah membenruk tim BOS provinsi,

kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
(2) Tim BOS provmsi, kabupaten/kota

Paragraf2
Pengelolaan Dana BOS Reguler oleh Pernerintah Daerah

m. membiayai kcgiatan yang tclah dibiayai sccara penuh dari

sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau
sumber lain yang sah;

n. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS

Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelornpok

tertenru; dan/atau
o. mcnjadi distributor atau pengcccr pcmbelian buku

kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan.

(2) Tim BOS Sckolah yang mclanggar ketenruan larangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

h. mernbcli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau
Peserta Didik unruk kepentingan pribadi yang bukan

inventaris sekolah;

I. memelihara prasarana sekolah dengan kategori

kerusakan sedang dan berat;

J. membangun gedung atau ruangan baru;
k, membeli instrumen investasi;

1. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan,

sosiaJisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS
Reguler atau program perpajakan 80S Reguler yang

diselcnggarakau lembaga di luar Dinas d~Ul/atau
Kemenrerian;
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pengelola keuangan daerah provinsi, kabupaten Zkota.

(5) Tim pelaksans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dipimpin oleh sckrctaris Dinas.

Pasal23
Tugas tim BOS kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

tercanturn dalam Lampirau JJ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Ment.eriini.

Pasal24

(1) DaJam pengeJoJaan Dana BOS Reguler, Tim BOS kabupaten

dilarang:

a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada
sekolah;

b. rnelakukan pemaksaan pernbelian barang darr/atau jasa

dalam pemanfaatan Dana BOS Reguler;

C. memengaruhi dan/ atau memerintahkan sekolah

untuk meJakukan pelanggaran ketentuan
penggunaan Dana BOS Reguler;

d. menjadi distributor atau pengecer daJam proses

pembelian, pengadaan buku, atau barang mela1ui Dana
BOSReguler; dan/at.au

e. menghambat proses pencairan dan penggunaan
Dana BOS Reguler.

(2) Tim BOS kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan. L

kabupatenrkota; dan

b. anggota yang dijabat oleh kepala Dinas dan kepala

dinas/badan/biro lain yang terkait yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan eli bidang

(3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf a

dijabat oleh gubernur, bupati/walikota,
(4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b terdiri atas:
a. ketua yang dijabat oleh sekretaris daerah provinsi,
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c.
d.

sosialisasi;
edukasi;
pelatihan; dan
bimbingan tekniS.1.

l'l.

b.

Pusal26

(I) Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada kepala

sekolab dalam mclaksanakan tugas scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayal (1).
(2) Pembinaan kepada kepaJa sekolah sebagaunana

dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:

AAA VlI

PEMBINMN DAN MONITORING DAN EVALUASJ

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasa125

(1) Kepala sekolah rnenyampaikan perencanaan Dana BOS

Reguler sebagairnana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 11)

huruf a dan iaporan penggunaan Dana aDS Reguler
sebagaimana dunaksud daJam Pasal IY ayat (1) huruJ d

melalui sis tern aplikasi pengelolaan Dana 80S pada

Kementerian.
(2) Dalam hal kepala sekolah tidak dapat menyampaikan

perencanaan dan hllJOOI.II pcnggunaan Dana 80S Reguler
melalui sistem aplikasi pengeJoJaan Dana BOS pada

Kcrncntcrian scbagaimana dimaksud pada ayat [I],

penyarnpaian dilakukan seeara manual

(3) Penyampaian laporan penggunaan Dana 80S Reguler

sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan ketenruan SI'hAgAi berikur:

a. penyampruan peJaporan tahap I paling lambat bulan
September tahun anggaran berjalan;

b. penyarnpaian pelapornn tahap D paling lambat bulan

Desember tahun anggaran berjalan; dan
c. penyampaian pelaporan tahap 111 paling larnbat

bulan April tahun anggaran berikutnya.
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Petunjuk Teknis

dan dinyatakan

Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2019 tentang

Bantuan Opertsional Sekolah Reguler, dicabut

tidak bCrJaku.J.._

Pada saar Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

BABX

KETENTUAN PENUTUP

PasaJ 30

Pada saat Peraruran Bupati ini mulai berlaku, Saruan Pendidikan
tetap dapat menggunakan Rekening Sekolah yang telah digunakan

untuk pcnyaluran Dana BOS Rcgulcr dan hams
menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 31 Desernber 2021.

BAB IX

KETENTUAN PERALlHAN

PasaJ 29

penerima Dana 80S Reguler danj'atau tidak menenma Dana

BOS ReguJer menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

(2) Biaya operasional sekolah yang diselenggarakan
masyarakat yang tidak ditetapkan sebagai penerima Dana BOS

Reguier dan/aiau tidak menerima Dana BOS Reguler, menjadi
tanggungjawab badan hukum penyelenggara.

Pemerintah Daerah
sekolah yang diselenggarakan

yang tidak drretapkan sebagai

operasional(1) Biaya

BAB VlJJ

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal28

Pasal27

Bupati, Kepala Dinas dan Tim 50S Kabupaten rnelakukan

pernantauan dan evaluasi pengelolaan Dana BOS Reguler sesuai
dengan kewenangannya.

·19·



BERfTA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 1~

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 18 t'IoeI 2021

1 BUPA'"i/;
2
3
4

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggaJ I~ ....~\ 2021

Agar setiap orang mrngetahuinya. memerintahkan pengundangan

Pcraturan Mcnteri ini dcngan pcncmpatannya dalam Berita Negara
Republik lndonesia.

Pasnl31

Peraruran Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.
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dijabat oJeh kepala sekolah induk sesuaidanpcnanggung ja7h tetap
dengan jenjangnya.

melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai

dengan kondisi dan .kebutuhan sekolah.

2. Perericanaan rnengacu pada hasil evaluasi diri sekolah.

3. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana BOS

Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan
prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler.

4. Penggunaan Dana BOS Reguler hanya unruk kepentingan
peningkatan layanan pendidikan di sekolah sesuai komponen
penggunaan dana.

5. Penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pacta kesepakatan dan

keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan KorniteSekolah.
6. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pacta angka 5 dituangkan

secara tertulis dalarn bentuk berita acara rapar dan ditandatangani oleh
peserta rapat.

7. Kesepakatan penggunaan Dana BOS ReguJer sebagaimana dimaksud pada
angka 6 hams didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah yang

berorientasi pada pengembangan program peningkatan kualitas belajar

Peserta Didik.
8. Pengelolaan Dana BOS Reguler pada sekolah yang berbentuk sekolah

terbuka harus melibatkan pengelola dan sekolah terbuka tersebut

prinsip
untuk

Tara Cara Pengelolaan
L Dana BOS Reguler clikelola oleh sckolah dengan menerapkan

manajemen berbasis sekolah yaitu. kewenangan sekolah

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

SEKOLAH REGULER OLEH SEKOLAH

PERATURAN RUPATI BOMBANA

NOMOR ~~ TAHUN2021

TENTANG

PETUNcJUKTEKNlS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERAsrONAL

SEKOLAH REGULER

LAMPIRAN r
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pcnerimaan peserta didik baru dalarn jaringan;

2) biaya kcgiatan pengenalan lingkungan SekOlah;i

pengumurnan

biaya layanandanbaru,didikpenerimaan peserta

rnclakukan audit scsuai dcngan ketentuan peraturan pcrundang­

perundangan terhadap scluruh Dana yang dikelola sekolah, bark yang
berasal dari Dana 80S Reguler maupun dan sumber lain; dan

k. ruemberikan pelayanan dan penanganan pengaduan rnasyarakat,

10. Penggunaan Dana BOS RI'.guler dilakukan dcngan rincian
sebagai berikut.

a. Pembiayaan penerimaan peserta didik baru meliputi:

1) pcoggandaan formulir dan publikasi aiau

mcmiliki kewenanganj. bcrscdia diaudit oleh lernbaga yang

9. Tugas dan tanggungjawab tim 80S Sekolah sebagai berikut:
a. mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengko.p dan valid

kc dalam Dapodik sesuai dcngan kondisi rill di sekolah;
b. bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk

dalarn Dapodik;
c. menyusun RKAS men gac II pada prinsip-prinalp efektivitas.

efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolnan Dana BOS

Reguler:

d. mclakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan olch
Kementerian;

e. memenuhi ketenruan efektivitas, elisiensi, akuntabilltas dan

transparansi daJam pengelolaan dan penggunaan Dana DOS Reguler;
f. rnenyelenggarakan pengadrninistrasian pcrtanggungjawaban

pcngguno.an Dana 80S Rcguler secara lengkap, sertu menyusun dan

menyampaikan laporan penggunaan Dana 80S Reguter scsuat dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melakukan konfirmasl dana sudah diterlma melalui 11:11111.111

bos.kemdikbud.go id:

h. rnenyampaikan laporan realisaei penggunaan Dana BOS Rcguler
melaJui laman bos.kemdikbud.go.id;

i. bcrtanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana
BOS ReguJer yang drterima:
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3) penentuan perninatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh

Pernerintah Dacrah dan tes bakat skoJastik atau tes potensi

akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4) pendataan ulang bagi Peserta Didlk lama; dan/atau

5) kegiatan lainnya dalarn rangka penerimaan peserta didik baru

yang relevan
b. Pembiayaan pengembangan pcrpustakaan.digunakan UJ1tuk:

1) penyediaan buku leks utama dengan ketentuan:
0.) disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan;

b) mcmcnuhl rasio 1 (satu) buku untuk setiap Peserta Didik
pada setiap tema/rnata pelajaran;

c) rnemenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap

tema/mata pelajaranyang diajarkan;
d] buku yang dibeli rnerupakan buku yang telah diniJai dan

ditetapkan oleh Kementerian;

e) upaya pcnilaian buku untuk SMK dan SLB belum dapat

ruemenuhi kebutuhan buku yang sudah dinilai untuk itu SMK
dan SLB tidak perlu diwajibkan untuk membcli buku tcks
yang dinitai dan ditetapkan oleh Kementerian; dan

Q buku yang dibeli olch sekolah harus dijadikan pegangan dalarn
proses pernbelajaran di sekolah.

2) penyediaan buku leks pendamping dcngan ketentuan:
a) disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan:

b) buku yang dibeli sckolah adalah buku yang telah dinilai dan
dltetapkan oleh Kementerian; dan

c) upaya penilaian buku untuk SMK dan SLB belurn dapat

mernenuhi kebutuhan buku yang sudah dinilai untuk itu SMK

dan SLB tidak perlu diwajibkan untuk membeli buku teks
pendamping yang dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;

3) penyediaan buku non teks dengan ketentuan:

a) sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk

mendukung proses pembelajaran di sekolah,
diutamakan untuk merrunjang penguatan pendidikan

karakter dan pengerubangan Iiterasi sekolah;

b) buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilaijan
ditetapkan oleh Kementerian atau Pernerintah Daerah; dan
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evaluasidanasesmenkegiatand. Pernbiayaan pelaksanaan
pembelajaran meIiPuti:!

penurnbuhan budi pekerti, dan kegiatan program

pelibatan keluarga di sekolah; dan/utau
Q pembiayaan kegiatan pernbelajaran lain yang relevan dalam

rangka mcnunjang proses pcmbelajaran.

2) kegiatanekstrakurikuler pembelajaranmeliputi:
a) mendukung penyelenggaraan ekstrakurikuler yang seeuai

dengan kebutuhan sekolah, termasuk pernbiayaan
lomba di sekolah;

b) pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan / lornba di dalam
negeri; dan Zata

c) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka mcnunjang

operasional kegiatan ekstrakurikuler.

yanglunakd) penyediaan aplikasi atau perangkar

digunakan dalam proses pombclajaran:

e) pengembangan kegiatan literasi, pendidikan karakter,

persiapan ujian;

c) biaya unruk rncngembangkanmedia pembelajaranberbasis
teknologi inforrnasi dan kornunikasi, misalnya, dan
pengemoangan buku elektronik;

pengayaan danpembelajaran

hahan

1) kegiatan pembelajaran meliputi:

a) pcnyediaan alat pendidikan

pendukung pembclajaran;

b) pembclajaran remedial,

pernbelajaran dan

c) upaya penilaian buku untuk SMK dan SLB belum dapat
memenuhi kebutuhan buku yang sudah dinilai untuk itu SMK

dan SLB tidak perlu diwajibkan untuk membeli buku non
teks yang dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;

4) penyediaan buku digital; dan/al.au
5) pernbiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang

opcrasionallayanan perpustakaan.

c. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler digunakan untuk:
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pengernbangan konten pernbelajaran, metoda pembelajaran,
kompctcnsi guru dan tcnaga kcpcndidikan; danj atau

3) pembiayaan lain yang relevan daJam rangka menunjang
pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan,

g. Pembiayaan langganan daya dan jasa digunakan untuk:

1) menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk

peralatan pendukungnya sesuai dengan kcbutuhan,
tennasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan bagi sekolah yang
belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil;

2) pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk

pembelian pulsa, paket data, dari/atau Jayanan pendidikan daring
berbayar bagi pendidik dan jatau peserta didi5 dalam rangka

pelaksanaan pembeJajaranjarakjauh; dan/atau I..

tenagaguru dan

atau
rangka

mengikuti

dalarnmenyelenggarakan kegiatan

pengembangan/peningkatan kompetensi
kependidikan;

2) pembiayaan dalam rangka pengembangan inovasi terkait

ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan

kenaikan kelas, survei karakter, asesmen sekolah, asesmen
berbasis komputer darrj atau asesrnen Iainnya terrnasuk

penyediaanlaporan hasil ulangan/ujian/asesOlcn; danj'atau
2) pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan

asesmenj evaluasi pembelajaran di sekolah.
e. Pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah

digunakan untuk:

1) pembiayaan dalam rangka pengeioiaan dan operasional rutin
sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan

pcmbelajaran jarak jauh; aen] atau
2) digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pernbersih

tangan, pembasmi kuman (disinfectan~, masker atau
penunjang kebersihan lainnya.

f. Pembiayaan pengembangan proIesi guru dan tenaga

kependidikan melipuri:
1) pembiayaan dalam rangka

harian,ulanganpenyelenggaraanuntukIJ pembiayaan
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3) pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasa yang
mendukung operasionaJ sekolah meliputi, pemasangan baru,

penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin, atau

pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan,

h. Pembiayaan pcrncliharaan sarana dan prasarana sekolah
digunakan untuk: pembiayaan daJam rangka pemeliharaan dan

pcrbaikan kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana sekolah

yang meliputi:
1) perbaikan kerusakan komponen non strukrural bangunan

sekolah dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% (tiga puluh

persen) dari komponen terpasang bangunan seperti:

a) penutup atap;

bJ penutup plafond;
c) keJistrikan;
d) pinru, jendela dan aksesoris lainnya;

e) pengecatan; dan/atau
1) penurup lantai;

2) perbaikan meubelair, dan Zatau pembelian meja dan/atau kursi

Peserta Didik atau guru jika meja dan atau lrursi yang ada sudah

tidak berfungsi dan/atau jumlahnya lrurang mencukupi
keburuhan;

3) perbaikan toilet sekolah, tempat cue! tangan, saJuran air kotor

dan sanitasi lainnya;
4) penyediaan surnber air bersih termasuk pompa dan

instaJasinya bagi sekoJah yang beJum merniliki air bersib;

5) pemeliharaan darr/atau perbaikan komputer, printer, laptop,
proyektnr, danj'atau pendingin ruangan;

6) pemeliharaan dan/ atau perbaikan peraJatan praktikum;

7) pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah Jainnya;

8) penyediaan dan perawatan fasilitas/aksesibilitas bagi peserta

didik bcrkebutuhan khusus; danj'atau

9) pembiayaan lain yang relevan daJam rangka pemeliharaan sarana

dan prasarana sckolah.L
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kcmampuan bahasa loggris berstandar internasional dengan TOEIC
(Test OJ English For International Comrmmication) yang

diperuntukkan bagi kelas akhir SMKatau SMALB.Penyelenggaraan

TOEIC hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara
resrni oleh organisasi pengembang TOEIC sebagai distributor untuk

TOEIC di Indonesia; dan/atau

4) biaya untuk peoyelenggaraan praktik kerja industri atau
lapangan bagi peserta didik SMKatau SMALB,termasuk perjalanan

dinas pembimbing mencari tempat praktek, bimbingan, atau
pernantauan peserta didik praktek;

5) biaya unruk pemagangan guru di industri untuk masing- masing
kompetensi keahlian yang dilaksanakan dalam bentuk:

a) mengikuti pelatihan kerja di indUStri;!

kompctcnsi3) biaya untuk penyelenggaraan kegiatan uji

menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan

kornunikasi.
j. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi

keahlian rnerupakan pembiayaan yang khusus cillakukan oleh SMKdan
SMALBdalam rangka peningkatan kompetensi keahlian yang meliputi:

1) biaya untuk penyelcnggaraan kegiatan uji kornpetensi

keahlian, sertifikasi kejuruan peserta didik SMK atau

SMALB;
2) biaya untuk penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi peserta

didik SMK a tau SMALB;

dalam rangkalainnya5) alat multimedia pembelajaran

I. Pembiayaan penyediaan a1at multimedia pembelajaran

merupakan pembiayaan dalam rangka penyediaan kebutuhan alat
multimedia pembelajaran yang dilakukan berdasarkan pada hasil

analisa kebutuhan. Alat multimedia pembelajaran yang dapat
disediakan meliputi:

1) komputer desktop/work station berupa Personal Computer

(Pq/ AU in One Computer untuk digunakan dalarn proses

pembelajaran;

2) printer atau printer plus scanner,

3) laptop;
4) Liquid Crystal Display (LCD) proyektor; danfatau
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Pernbukuan discrtai dcngan dokumen pendukung. Pembukuan yang
hams disusun oleh sekolah sebagai berikut
1) RKAS·

2) buku'kasumurn;/

lengkap.

keterserapan lulusan mcrupakan pcmbiayaan yang khusus
dilakukan olch SMK dan SMALBuntuk penyelenggaraan kegiatan yang

dapat mendukung keterserapan lulusan yang meliputi:

1) biaya untuk penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau
SMALBtermasuk perjalanan dinas pengelola bursa kerja khusus

SMK atau SMALD untuk pcngcrnbangan kcrjasama, vcrifikasi,

pendampingan ke industri, dan/atau evaJuasi;
2) biaya untuk pcmantauan kebekerjaan lulusan (cracer study) SMl<

atau SMALBtermasuk perjalanan dinas; dan/atau
3) pernbiayaan lain yang rclevan dalarn rangka menunjang

penyelenggaraan kegialan yang dapat mendukung
keterserapan lulusan.

B. Tala Cara Pelaporan

I. Pelaporan sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berilruL
a. sekolah hams menyusun pembukuan secara

mendukungdalamkegiatanpenyelenggaraank. Pernbiayaan

6) biaya unruk penyelenggaraan SMK atau SMALB sebagai
Icmbaga sertifikasi profesi pihak pertarna termasuk

didalamnya pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema

sertifikasi; darr/atau
7) biaya lain yang relevan dalarn peningkatan kornpetensi

keahlian; dari/atau

b) magang di industri untuk menghasilkan uji rnutu prod uk
arau jasa dalam merealisasi kesepakatan teaching factory;

c) magang di mdustri unluk rnenghasilkan bahan baku teaching
factory;

d) mengikuti rnagang di industri dengao tujuan untuk

keriasama dalam rangka memperoleh lisensi;
e) mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri

atau lembaga sertifikasi; danj'atau

I) mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan
industri;
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penerimaan dan penggunaan Dana BOS Reguler kepada masyarakat

secara terbuka, Dokumen yang harus dipublikasikan yaitu

rckapirutasi Dana BOS Rcguler bcrdasarkan komponen pernbiayaan.
Publikasi Japoran dilakukan pada papan infonnasi Sekolah atau lempat

lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

2. Contoh format laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana 80S

Reguler di sekolah sebagai berikut./_

baikpelaporansemua

peraturan perundang-undangan;
c. sekolah harus mempubtikasikan

realisasi penggunaan Dana BOS Reguler

Daerah sesuai dengan ketentuan
menyampaikan laporan
kepada Pemerintah

Bcndahara, kepala sckolah, dan Kornite Sekolah serta disimpan di
sekolah; dan

4) sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

tahap dan ditandatangani oJehtiapdihuat3) laporan

3) buku pembantu kas;

4) buku pembantu bank;

5) buku pembantu pajak; dan
6) dokumen lain yang diperlukan;

b. sekolah harus menyusun Iaporan secara lengkap dengan

ketentuan sebagai berikut:

1) melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana 80S reguler

yaitu melalrukan rekapitulasi penggunaan Dana BOS Reguler
berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen

pernbiayaan Dana BOS Reguler;
2) realisasi penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh

penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima sekolah pada tahun

berkenaan:
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NIP ..NIP .

Pemegang Kas SekoJah
Menyetujui
Kepala Sckolah

1. SrucloTahap Scbelumnya
2. Dana BOS ReguJer Tahap ini
3. Total Dana BOS Reguler Tahap ini
4. Saloo Tahap ini

Komponen Penggunaan Dana
(a) (hJ (e) (d) (e) (n (g)

No Program/ Kegiatan Pembiayaan
pros Pt..ngembangan Kegiatan dsr, OSlo dst, Total

Pcrpustakaan I'cm'>clajarandan
£ktralwrilculer

1.1 Pengembangen
Kompctensi Lulusan

1.2 PcngembanganStandar
.si.

1.3 Pengembangan Standar

1.4
Pengernbangan
Pcndidik dan Tcnaga
Keoendidikan -

[.5 PengembanganSarana
d"n " "AI. ,10,"

Pengernbangan Standar -
L.6

P~nJtel()lBan
1.7 Pengembangan Standar

Pcmbiavaar,
Pengembangan dan

1.8 I!mplementasi Sistem
Il:'e.n.ili.\i.an

Total

Sekolah
Alarnac
Kabupatcn/ Kota
Provinsi

Tabel L
RekapiruJasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Reguler

Tahap Tabun .
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H. TAFDI
3

1
2

NO

4
5

3. Pajak terkait penggunaan Dana BOS Reguler di sekolah mengikuti
ketentuan peraruran perundang-undangan mengenai pajak nasional dan

pajak daerah,
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pendataan secara rnandm:

4) melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler

kepada pengelola SO dan SMP, dan dapat mclibatkan pengawas

sekolah, Kornite SekoJah, dan masyarakat;

5) mclakukan pembinaan dan pernantauan program BOS Reguler pada SO dan
SMP dalarn hal perencanaan, pengeJolaan dan peJaporan Dana BOS Reguler.

Pembinaan dalam pengelolaan Dana BOS Rcgulcr difokuskan pada aspck

pcningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
6) memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas

vang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;

7) memastikan penggunaan Dana BOS Reguler dirnasukkan dalam RKASyang
disahkan oleh kepala dinas yang rnenangani urusan pcndidikan;

8) memerintahkan SO dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan
kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir

pengambilan data;
9) menugaskan SO dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan

keten tuan;
10) merrugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana BOS Reguler dari

sekolah melalui laman bos.kemdikbud.qo.id; I

untukSMP

Pernerintah Daerah provinsi mewakili SO dan SMP;
2) melatih, membimbing dan mendorong SO dan

memasukkanj mcmperbaharui data sekolah dalam Dapodik;

3) membantu SO dan SM? yang memiliki keterbatasan untuk melakukan

denganhibahperjanjiannaskahpenandatangan1) meJakukan

Tugas tim BOS kabupatcn sebagai berikut:

TUGAS TIM BOS KABUPAN

LAMPlRAN U

PERATURANBUPATIBOMBANA
NOMOR-14TAHUN2021

TENTANG
PETlfN.JUK 1'F:KNIS PP.NGRLOLAAN DANA RAN1'UAN OPERASTONAL

SEKOLAH REGULER

SALINAN
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NO
I
2 H. TAFDI
3
4
5

11) memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakai dengan

menyediakan saJuran informasi khusus BOS Reguler,

12) memantau pclaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler
Sf) dan SMP baik secara luring maupun daring; dan

13) mclakukan monitoring pclaksanaan program BOSReguler pada SO dan SMP.



II
5

3
2
1

NO UNll'SAIUflN KERJn J) RAF
PAItAf I{OORDINASI

Penielasan:
Besaran biaya Transportasi dan Akomodasi di atas merupakan biaya maksimal yang
dapat dijadikan acuan bagi Satuan Pendidikan yang didulrung/dilengkapi dengan bukti
pcrjalanari. Satuan Pcndidikan lctap dapat mcnycsuaikan biaya tcrscbut scsuai dcngan
besaran Dana BOS yanr, ditenma dengan tidak melebihi batasan maksimal yanr, lelah
diten tukan.

R. Biava Makximal Trarrsportasi dan Akomodasi
NO Kecamatan Ket. Wilayah Tujuan/Rwnbia
1 Mataoleo PI' Rp 300.000,00
2 RumbiaTengah (DesaLarnpata] PI' Rp 150.000,00
3 Keoulauan Masaloka PI' Rp 300.000,00
4 Raraowatu pp Rp 125.000,00
5 Rarowatu Utara PP Rp 150.000,00
6 Lantari .Iaya pp Rp 150.000,00
7 Matausu pp Rp 400.000,00
8 Poleana Timur PP Rp 200.000.00
9 Poleang Utara pp Rp 200.000,00
10 Poleang Tengab PI' Rp 250.000,00
II Poleang Selatan PP Rp 250.000,00
12 Tontonunu PP Rp 250.000,00
13 PoleangTenezara PI' Rp 275.000,00
14 Poleang PI' Rp 300.000,00
15 Po)eang_Barat pp Rp 350.000,00
16 Kabaena pp Rp 570.000.00
\7 KabaenaBarat PP Rp 550.000,00
18 Kabaena Tengah PP Rp 550.000.00
19 Kabaena Utara PP Rp 550.000,00
20 Kabaena Selatan PP Rp 550.000,00
21 Kabaena Timur pp Rp 500.000,00
22 Rumbia/Rumbia Tengah PP Rp 50.000.00

Penjelasan:
Harga Satuan di atas merupakan harga satuan maksiroal yan!!.dapat dijadikan acuan
bag; Satuan Pendidikan, dengan letup memperhatikanjmempertimbangkaJl bcsaran
Dana BOSyang diterima oleh setiap Satuan Pendidikan. Bagi Satuan Pendidikan yang
dalarn penghitungan Pembayaran Honor bag; Guru Honorer mcnggunakan satuan Jam
Pelajaran (JPl, maka total selama sebulan ndak boleh melebihi barasan maksimal sesuai
label di atas.

A. Biava Maksimal Pembavaran Honor
NO Jenis Tenaga HODorer Ket Satuan
1 Guruhonorer OS Rp 1.500.000.00
2 TenagaAdministrasi OS Rp 600.000,00

L.!\MPIRAN III
PERATURAN aUPATI BOMBANA
;-.IOMOR11 TAHUl\ 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAANDAN.~ BANTUAN OPERASIO~AL
SEKOLAH REGULER



/

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern

Pcndidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3390);i

Mengingat

Menimbang 0.. bahwa untuk meningkatkan mutu petnbelajaran dan

pemcrataan akses layanan Pcndidikan, perlu

mengalokasikan dan menyalurkan dana banruan

operasional sckulah reguler;
h. bahwa untuk mendukung pengelolaan dana bantuan

opcrasional sekolah regulcr sccara akuntabel dan tepat
sasaran. pcrlu menyusun perunjuk teknis pengelolaan

dana bantuan operasionaJ sckolah reguler;

C. bahwa untuk rnenindaklanjuti Peraruran Mentcri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 20?1 lp.ntAng

Petunjuk Teknls Dantuan Operasional Sckolah Reguler:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud
dalam huruf 8, huruf b dan huruf c, perlu rnenetapkan

Peraturan Bupati tcntang Petunjuk Teknis Pcngelolaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten

Bombana;

1. PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

DENGAN RABIIAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI BOMBANA,

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 4" TABUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER

KABUPATEN BOMBANA

BUPATI BOMBANA
PROVlNS! SULAWESI TENGGARA



Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20.14 Nomor 244, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ketja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 245,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

5. Undang-UndangNomor 3 Tahun 2017 rentang Sistim
Pcrbukuan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun

2017 Nomor 102, Tambahan Lernbaran Negaro Republik

Indonesia Nomor 6053);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan [Lcinbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4496) scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pernerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan

kedua atas Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2005

(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nornor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lernbaran Negara RepubJik

Indonesia Tahun 2008 Nomor qO, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nornor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20] 0 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,/

tentang4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

3. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi,

dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
144, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia

Nomor 4339);
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemenntah Nomor 66 Tahun 2010 ten tang Perubahan alas
Pcraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 teruang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidrkan [Lembaran

Negara RepubLik Indonesia Tahun 2010 Nomor I 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157):

9. Peraturan Pcmcnntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubbk Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang pcrubahan atas

Pcraturan Pcmcrintah Nomor 18 Tahun 2016 [Lernbaran

Negara Republik Indonesia 'rabun 201Y Nomor HI?,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
6402);

1O. Peraruran Pl'ml'rinlSlh Nomor I? Tahun ?O17 ten tang

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan
Pernerintahan Daerah ILembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4322);

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah [Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairnana Lelah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tabun 2018 teruang pcrubahan atas Peraturan Mcrucri

Dalam Negeri NomJ! 80 Tahun 2015 (Berita Negara Tahun

2018 Nomor 157)/!-

"



BAB 1
KETENTUANUMUM

PasaJ 1
DaJam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan:

1. Daerah adaJah Kabupaten Bombana

2. Pemcrintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten

Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana
4. Dinas Pcndidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupten

Bombana
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupten

Bombana. 1-

Menetapkan: PE'RATURANBUPATJTENTANGPETUNJUK TEKNl$ BANTUAN

OPERASIONALSEKOLAJiREGULERKABUPATENBUMBANA.

MEMUTUSKA.N:

I3_ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2
Tahun 2008 tentang Buku;

14_ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Bulru yang Digunakan oleh Satuan
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 351);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Opcrasional
Sekolah ReguJcr;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana;

17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Bombana;
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yangadalah salah saru bcntuk satuan pendidikanr
rnenyelenggarakan pendidikan kejuruan pada

6. Dana Bantuan Opcrasional Sekolah yang sclanjutnya disebut
Dana BOS adalah dana yang digunakan terutarna untuk

rnendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar
dan menengah scbagai pelaksana program wajib belajar dan

dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kcgiatan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

7. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan
untuk membantu kebutuhan belanja operasional selurub

peserta didik pada satuan pendidikan dasar d811menengah.

8. BekolahDasar yang selanjutnya disingkat ~oadalah salahsatu
bentuk satuan pendidikan formal yang mcnyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

9. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLS
adalah salah satu bentuk satuan pendldikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang
pendidikan dasar.

10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pad a jenjang pendidikan
dasar.

11. Sekolah Menengah Pertarna Luar Bihl~ yang selanjutnya
disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan
pcndidikan formal yang rnenyelenggarakan pendidikan khusus
padajenjang pendidikan dasar.

12. Sekolah Menengab Alas yang selanjutnya disingkat SMA

adalah salah satu bentuk satuan pendidlkan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umurn pacta jenjang pendidikan

menengah.
13. SekolahMenengah Atas Luar Biasayang selaniutnya clisingkal

SMALBadalah salah satu bentuk saruan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang
pendidikan menengah.

14. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK
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Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenJrarakan
urusan pemerintahan dibidang pendidikan di daerah.t

23.

jenjang pendidikan mcncngah yang mernpersiapkan peserta

didik terutarna untuk bekeJja di bidang tertentu.
15. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah

bentuk saruan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur

formal untuk jenjang pendidikan dasar sarnpai dengan
pendidikan menengah daJam satu manajemen pengelolaan.

16. Sekolah Terintegrasi adalah salah satu bentuk satuan

pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang pendidikan dalam

satu lokasi dan mem.ilikisatu organisasi serta saru rnanajemen.
17. Data Pokok Pendidikan yang seJanjutnya disingkat Dapodik

adalah suatu sistern pendataan yang dikelola oleh Kemcntcrian
Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan
pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,

dan substansi pendidikan yang datanya bersurnber dari satuan

pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

18. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang,

daerah dengan kondisi masyarakat adat yang rerpencil, daerah
perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami

bencana alam, bcncana sosial, atau daerah yang berada dalam
keadaan darurat lain.

19. Nornor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NlSN

adalah kode pengenal siswa yang bersifat un.ik dan

mernbedakan satu siswa dengan srswa lain yang diterbitkan
oleh kernenterian yang rncnyelnggarakan urusan pernerintahan
di bidang pendidikan.

20. Rekening Sekolab adalah rekening yang digunakan sekolah

untuk rnenerima Dana BaS.

21. Peserta Didik adaJah anggota rnasyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi did rnelalui proses pembclajaran yang

tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan

orang tua/wali peserta didik, kornunitas sekolah, serta tokoh

masyarakat yang peduli pendidikan.
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mengakomodir aspirasi

dengan kebutuhansesuaipernangku kepentingan
sekolah.

Dana BOS Reguler

24. Pemerintab Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
mernegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik indonesia Tahun 1945.

25. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyclcnggara Pemerintahan Daerah yang rnernimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.
26. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

27. Menteri adalah rnenteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang pendidikan.

Pasal 2
Pengelolaan Dana ROS Reguler dilakukan berdasarkan
prinsip:

a. flcksibilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikctoJa
sesuai dengan kebutuhan sekolah;

b. efektlvitas yairu penggunaan Dana 80S ReguJer

diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna
untuk mencapai rujuan pendidikan dl sekolah;

c. efisiensi yaitu penggunaan Dana 80S Reguler diupayakan

untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dcngan biaya

serninimal rnungkin dengan hasil yang optimal;
d. akuntabilitas yaitu penggunaan Dana 80S Reguler dapat

dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan
pertimbangan yang logis sesuai peraturan pcrundang­

undangan; dan
transparansi yaitu penggunaan

dikelola secara terbuka dan

e.
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Daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi
kepadatan penduduk yang rendah dan secarlj}
geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain. L

Pemerintah

memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik

sesuai dengan kondisi riil di sekolah sarnpai dengan

tanggal 31 Agusrus;
b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata

padaDapodik;

c. rnerniliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi
sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang

terdata pada Dapodik;

d. memiliki jurnlah Peserta Didik paling sedikit 60
(enam puluh) Peserta Didik selarna 3 [nga] tahun terakhir;

dan
e. tidak merupakan saruan pendidikan kerja sarna.

(3) Persyaratan jumlah. Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)huruf d dikecualikan bagi:

a. Sekolah Terintegrasi, SOLB, SMPLB, SMAlB, dan SLB;

b. sekolah yang berada di Daerah Khusus yang
ditetapkan oleh Kementerian; dan

c. sekolah yang diselenggarakan oleh

a SD;
b. SDLB;

c. SMP;

d. SMPLB;

c. SM.'\;

r. SMALB',
g. SLB; dan
h. SMK.

(2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

Pasal3
(1) Sekolah Penerirna Dana BOSReguler terdiri atas:

BAB II

PENERIMA DANABOS REGULER
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Pasal6

(1) Data jumlah Peserta Didik yang rnerniliki NISN
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)

berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus.
(2) Data Dapodik tanggal 31 Agustus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan untuk menentukan jumlah Peserta Didik

dalarn penyaluran Dana BOS Reguler pada:

a. tahap III tahun berjalan; dan

b. tahap I dan tahap 1I tahun bcrikutnya.

Pasal7

(1) Bagi sekolah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3), besaran alokasi Dana BOS Reguler

dihitung berdasarkan besaran satuan biaya r:
masing daerah dikalikan 60 [enam ouluh) Peserta Didik,

Pasa! 5

(1) Besaran alokaai Dana BOS Rcguler dihitung berdasarkan
besaran satuan biaya masing-rnasing daerah dikalikan dengan

jumlah Peserta Didik.
(2) Satuan biaya masing-masing daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) .Jurnlah Peserta Didik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

dihitung berdasarkan data jurnlah Peserta. Didik yo..ng merniliki
NISN.

BAB III

BESARAN /\LOKI'S! DANABOS REGULER

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data pada

Dapodik setiap tanggal 31 Agustus.

RegulerBOSDanapenerimasekolah(2) Penetapan

(4) Sekolah yang dikecualikan dari persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) buruf c har'us diusulkan oleh kepala

Dinas kepada Menteri.

Pasal4

(1) Sekolah penerima Dana BOS Reguler yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ditetapkan

oleh Menteri sctiap tahun pe\ajaran.
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13) Pemerintah Daer.ah rnenvamnaikan Rekeninz Sekolah
sebagaimanadimaksud pada ayat (2) melalui sistern aolikasi
oenzelolaan Dana BOS oada Kernenterian. It

Pasal10

1J 1 Rekeninu Sekolah oada sekolah vane- diseleneaarakan oleh
rnasvarakat ditentukan olch Kementerian.

121 Rekeninz Sekolah Dada sekolah vana diselenzearakan oleh
Pernerintah Daerah ditentukan oleh Pernerintah Daerah,

Sekolah daoat lanesunz menezunakan Dana I:lOS l<elZUleruntuk
mernbiayai penvelenggaraan ooerasional sekolah setelah Dana BOS

Rezuler disalurkan dan rnasuk ke Rekenine Sekolah.

rnenyampaikan laporan penggunnan Dana BOS

Reguler tahap II tahun sebelurnnya.
b. penyaluran tahap lJ dilakukan setelah sekolah

menyampaikan laporan penggunaan Dana 80S
Reguler tahap III tahun sebelurnnya; dan

c. pcnyaluran tahap III dilakukan sekolah
menyampaikan penyampaian laporan tabap [ tahun

anggaran berjalan,

(2) Penyaluran DMa BOS Reguler sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraruran rnenteri yang
menvelenggarakan urusan pcrncrintahan dibidang kcuangan

menzenai oenvaluran dana aJokasi khusus nonfisik.

dilakukan setelah sekolaha. pcnyaluran tahap

Pasal8
(1) Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap

dengan ketentuan:

BAB[V

PENYALURAN DANA BOS RECrULER

(2) Bcsaran alokasi Dana BOS Reguler untuk SMP dan SMAyang
berbenruk sekolah terbuka dihitung berdasarkan:

a. jumlah Peserta Didik yang rnerniliki NISN; dan

b . penghitungan disarukan dengan sekolah induk.
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penyelengg7Yaan keziatan peningkatan kornpetensi

kcahlian: I...
I-

1.

h.

oembiavaan lanaeanan dava dan iasa:

perneliharaan sarana dan prasarana sekolah:

oenvediaan alat multimedia oembelaiaran:

e.
kependidikan:

tenaeadallI1Uruorofcsiocnecrnbansanf.

oernbetararan:

e. pelaksanaan adrninistrasi keziatan sekolah;

danpembelajarankegiataoc. pelaksanaan

ekstrakunkuier:
d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi

t3At3 V

KOMPONI!:N PI!:NUUUNAAN DANA t3US I<l:!:OULt:1<
l-'asaJ IJ.

(11 scxoran menggunaxan uana I:lU::; xegurer uruux

mcmbiayai operasional penvelenggaraan pendidikan di sekolah
melioutJ komoonen:

a. penerimaan Peserta Didik baru:

b. ocneernbanean oernustakaan:

Pasal 11

Bupati dapat mcmberikan rekomeodasi untuk penundaan atau

ocnzhcntian ocnvaluran Dana BOS Rczulcr mclalui Tim BOS bazi
Sekolah yang rnelanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria

bidane ncndidikan sesuai dcncan kctcntuan ocraturan nerundana­

undangan.

dirnaksud pada ayat (3).

151 Penvamoaian oerubahan J<ekemne Sekolah sebaeaimana
dirnaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 1

Isatul bulan sebelum waktu oenvaluran Dana BOS
Reguler

menvamoaikan ocrubahan melalui sistem sebaaaimana

harusDaerahPemerintahSekolah,Rekening

141 Dalarn hal Pernerintah Daerah melakukan oerubahan

-II -



dimaksud daJa.m Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) terdapat sis<l

dana, pernbayaran honor dapat diberikan kepada tenaga
keoendidikan .

scbagaiiuana

Pasa.l 14

(1) Dalam hal pembayaran honor guru

Pasal 13

(l) Pembayaran honor sebagairnana dimaksud daJam Pasal l2

ayat (1) huruf 1 digunakan paling banyak 50% (lima puJuh
persen] dari kcscluruhan jumlah alokasi Dana BOS Rcgulcr

yang diterirna oleh sekolah.

(2) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud padu ayat (1)

diberikan kepada guru dengan persyaratan:

a. berstatus bukan aparatur sipil negara;
b. tercatat pada Oapcdik,

c. memiliki nomor unik pendidik dan tcnaga
kependidikan; dan

d. bclum mcndapatkan tunjangan profesi guru.

(3) Persentase pembayaran honor paling banyak 50% [luna

puluh persen) sebagarmana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikecuaJikan pada masa penetapan status bencana
alam/non alam yang ditctapkan olch Pemerinlah Pusat

dan/atau Pemerintah Dacrah,
(4) Pernbayaran honor sebagairnana dimaksud pudu ayut (3)

diberikan kepada guru dcngan persyaratan:

a. berstatus bukan aparatur sipil negara;
b. tercatat pada Oapodik;

c. belum rnendapatkan tunjangan profesi; dan
d. melaksanakan proses pembelajaran secara tatap

muka atau pembelajaran jarak jauh.

k. penyeJenggaraan kegiatan daJam mendukung

keterserapan luJusan; dan/atau
1. pembayaran honor.

(2) Sekolah menentukan komponen penggunaan Daria BOS
Reguler sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) !;<:sIJAidengan
kebutuhan sckolah.
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